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PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

-~
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Solo, 25 Juli 1981 (umur 41 tahun), agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal
di ., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir Tembilahan, 10 Februari 1979 (umur 43 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal di Kabupaten Indragiri Provinsi Riau, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
16 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sukoharjo dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 20 Maret 2008, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
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(Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXXtertanggal 01 April 2008).
Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus

Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah kontrakan beralamat di , Kabupaten Indragiri

Provinsi Riau selama kurang lebih 13 tahun

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan

dikaruniai 4 anak bernama:

a) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki,
tempat tanggal lahir, Tambilahan 03 Desember 2008

b) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan
tempat tanggal lahir Tambilahan, 10 November 2010

c) ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki,
tempat tanggal lahir, Tambilahan, 16 Mei 2014

d) ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan,
tempat tanggal lahir,Sukoharjo 16 Februari 2022

Sekarang semua anak ikut dan di asuh oleh Penggugat

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan
februari tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a) Tergugat jarang memberi nafkah/uang belanja kepada
Penggugat.
b) Tergugat kurang bertanggujawab sama Penggugat dan

anak-anaknya

C) Tergugat juga mempunyai hutang tanpa sepengetahuan
Penggugat, Penggugat tahunya ada yang menagih datang ke rumah
kontakan rumah di Riau
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5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tanggal bulan November tahun 2021 disebabkan
Penggugat pergi dengan ijin Tergugat dari rumah kontrakan kemudian
Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di
JL.Puntodewo Selatan No 15 Ngronggah, RT. 05 RW. 08. Desa
Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah
selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun

batin lagi

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasihati dan di
damaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada
harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa
rahmah

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil
permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan
hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No.
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi : Gugatan soal
penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami
istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun

sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap

11. Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak yang terkahir bernama :
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a) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki,
tempat tanggal lahir, Tambilahan 03 Desember 2008 sesuai dengan
kutipan akta Kelahiran Nomor : XXX/XX-TPL/2012 kutipan ini di
keluarkan oleh Kabupaten Tembilahan tanggal 02 Juli 2012

b) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan
tempat tanggal lahir Tambilahan, 10 November 2010 sesuai dengan
kutipan akta Kelahiran Nomor : XXX/XX -25092018-0081 kutipan ini di
keluarkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 September 2018

c) ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki,
tempat tanggal lahir, Tambilahan, 16 Mei 2014 sesuai dengan kutipan
akta Kelahiran Nomor : XXX/XX 12092017-0127 kutipan ini di
keluarkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 Oktober 2022

d) ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan,
tempat tanggal lahir,Sukoharjo 16 Februari 2022 sesuai dengan
kutipan akta Kelahiran Nomor : XXX/XX -26102022-0035 kutipan ini di
keluarkan oleh Kabupaten Sukoharjo,Maka berdasarkan Pasal 105
KHI huruf (a dan b) Penggugat mohon agar pemeliharaan dan
pengasuhanan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku
ibu kandung, Adapun alasan yang mendasar adalah :

. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih

sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.

. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik
anak tersebut

12. Bahwa apabila pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil
perkawinan diserahkan kepada Penggugat. Mohon agar Tergugat
diwajibkan untuk menanggung nafkah anak selama dalam pemeliharaan
dan pengasuhan Penggugat sampai masing-masing anak tersebut
dewasa, perbulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan
menyesuaikan kurs rupiah. Hal ini berdasarkan (Pasal 105 hurufc KHI jo.
Pasal 156 huruf d KHI)
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13. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan
hak asuh anak dan nafkah terhutang. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi :
Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan
bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan

perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap .

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT).

3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat selaku
ibu kandungnya. Yang bernama antara lain : ANAK 1 PENGGUGAT DAN
TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Tambilahan, 03 Desember
2008 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan tempat
tanggal lahir Tambilahan, 10 November 2010 ANAK 3 PENGGUGAT DAN
TERGUGAT dan ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan,
tempat tanggal lahir,Sukoharjo 16 Februari 2022

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak selama
dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut
dewasa, masing-masing anak perbulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu
juta rupiah ) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan
kurs rupiah.

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
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SUBSIDAIR :
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat
disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya
dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu

perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat
gugatan Penggugat dengan register nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal
16 November 2022, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut posita 10 sampai dengan
14 dan petitum angka 3 dan 4;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

l. Bu
kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang
dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-
nazagelen, setelah dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXXTanggal 01
April 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Tambilahan, Kabupaten
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Indragiri Hilir Provinsi Riau, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah

dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Il. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Surakarta, 09 Maret 1984 (umur 38 tahun),
agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota
Surakarta, saksi tersebut adalah adik kandung dan di bawah sumpahnya

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di kontarakan bersama dengan berpindah-pindah di wilayah

Tembilahan Propinsi Riau;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

4 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun setelah itu 10 tahun menikah antara Penggugat
dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan
mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang

bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) melihat dan mendengar langsung saat

Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena penghasilan Tergugat yang tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat, Tergugat malas bekerja;
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- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama
sejak pendemi covid tahun 2021 yang lalu dan sudah tidak pernah

bersatu kembali hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan

kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat

bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat lahir Tembilahan, 05 April 2003 (umur 19 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di
Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah adik kandung Penggugat dan di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di kontarakan bersama di Tembilahan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan
Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan
mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang

bertengkar;
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- Bahwa Saksi lebih dari 10 kali melihat dan mendengar langsung saat

Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena keuangan keluarga yang tidak

tercukupi;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama
lebih kurang 1 (satu) tahun, dan sudah tidak pernah bersatu kembali

hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan

kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat
bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta

mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang
tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak

terpisahkan dengan putusan ini;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang
perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
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Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolute competentie Pengadilan Agama

berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan Penggugat,
Penggugat berdomisili di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo. yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara relative

competentie perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama
dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki
Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili
oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas
keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan
pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus

tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal
31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah
Penggugat menggugat cerai Tergugat kumulasi dengan gugatan hadlonah dan
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nafkah anak dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada

bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2022,
Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum terkait gugatan hadlonah

dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa perubahan yang diajukan oleh Penggugat telah
sesuai dengan Pasal 127 Rv, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih

lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga
Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat
tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat
tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya
jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian

maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2
fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat
sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea
Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea
Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil
dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti
tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil

gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang
berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat secara

administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang
berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 165 HIR jis. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan
saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada

bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa
gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171
HIR dan Pasal 172 HIR., maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-
saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam
menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat
tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak
harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua
saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah pisah
rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pernah bersatu kembali

sampai dengan sekarang;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan
alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta-

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan

telah dikarunial 4 (empat) orang anak;

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang
1 (satu) tahun dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;

4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas
Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil
gugatannya, atau setidak-tidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh
Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga yang bahagia kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri
telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu
lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana
menunjukan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa
kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh
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lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu
merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga

sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 125 HIR disebutkan “bila pada sidang
yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka
gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata

gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Quran Juz II,

halaman 405 disebutkan:
Ad Gy Al ggd coas ol el st (s atla 1 B (e

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka

dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom

disebutkan:
ialh alslade glhlgagil A gyl Ad ) aie i 1Y)

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah
sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan

talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah
dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak
berdasarkan alasan yang sah, maka Hakim dapat memutuskan perkara

tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami
bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi

dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang
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diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka

pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa
Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah
tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah
terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Hakim
berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan pekara ini patut untuk
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus
dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan
Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Maman Abdur
Rahman, S.H.l.,, M.Hum. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama

Sukoharjo sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
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sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Tukino, S.H.

sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Maman Abdur Rahman, S.H.l.,, M.Hum.

Panitera

H. Tukino, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 75.000,00
Perkara
3. Biaya Panggilan : Rp 390.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi . Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 535.000,00

Terbilang : lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah.
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